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PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Solok

Selatan Nomor ./f?... Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten
Solok Selatan Tahun anggaran 8 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Solok
Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Perubahan APBD
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan

peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4348);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);



10.

11

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Nomor 5657);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara  Pemerintah, Pemerintahan  Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);



Menetapkan

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan

Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok

Selatan Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok

Selatan Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor56 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok

Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah

Rp
Rp

812.266.601.366 bertambah/berkurang sejumlah Rp 19.158.033.698 sehingga menjadi

831.424.635.064 dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 782.113.583.000

b. Bertambah / (berkurang) Ro 34.164.359.115
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 812.266.601.366

b. Bertambah / (berkurang) Rp 19.158.033.698
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp
Surplus (Defisit setelah Perubahan) Rp

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1) Semula Rp 34.653.018.366
2) Bertambah / berkurang) RE___ (15.006.325.417)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
b. Pengeluaran
1) Semula Rp 4.500.000.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp -

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati Solok Selatan ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan Bantuan Sosial tercantum dalam

Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati Solok Selatan ini.

816.277.942.115

831.424.635.064

(15.146.692.949)

19.646.692.949

4.500.000.000

15.146.692.949



Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam
Berita Daerah.
Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 2018

0¥/ BUPATI SOLOK SELAT

MUZNI ZAKARIA

Di undangkan di Padang Aro

Pada tanggal CM dfCT‘ 2018

RIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pembina UtamaTtfuda NIP. 19661118 199303 1005

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR .B/?..



